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Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah implementasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan
Pulau Miangas. Tujuan penelitian adalah membahas isi kebijakan, membahas konteks implementasi
kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan Pulau Miangas dan untuk mendapatkan konsep alternative
tentang kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan. Penelitian menggunakan pendekatan
penelitian kualitatif yang dikembangkan dengan metode triangulasi. Pengumpulan data menggunakan studi
kepustakaan, wawancara, FGD dan observasi. Informan penelitian sgjumlah 32 orang ditentukan melalui
snowball technique dengan criteria tertentu.

Isi kebijakan pemerintah terhadap pengel olaan Pulau Miangas merupakan suatu konsep kebijakan
pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan yang mencakup pengel olaan sumber daya manusia dan
pembiayaan; sumber daya alam dan lingkungan; sumber daya teknologi dan sarana prasarana; serta sumber
dayakebijakan.. Isi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan pulau kecil terluar menunjukkan adanya
permasal ahan tumpang tindih isi kebijakan yang menyebabkan pengel olaan Pulau Miangas belum
terintegrasi dan belum optimal. Permasalahan tumpang tindih isi kebijakan ini terungkap dari adanya
sgjumlah regulasi yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
serta pengel olaan perbatasan.

Konteks implemetasi kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan pulau Miangas terkait dengan upaya
penegakkan kedaulatan negara di perbatasan. Dengan demikian pengelolaan Pulau Miangas tidak bisa
dipandang hanya dari satu sektor; dilaksanakan hanya untuk kepentingan sektoral; dan hanya mengandalkan
satu sektor sgja. Karenaitu, pengel olaan Pulau Miangas memerlukan keterpaduan lintas sektoral dengan
mengedepankan pentingnya peran daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan negara.

The phenomenon that made the object of research is the implementation of government policies on the
management of Miangas Island. The research objective was to discuss the content of policies, discussing the
context of the government policies implementation on the management of Miangas Island and get an
alternative concept of management policy at the border of the outer most islands. The study used a
qualitative research approach developed by the triangulation method. Collecting data using literature studies,
interviews, and observations FGD. 32 The informants were determined by snow ball technique with a
criteria.

The government content of policy on the management of Miangas Island is a concept of policy management
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of the outermost islands in the border which includes the management of human resources and financing;
natural resources and environment; technological resources and infrastructure; and regulations. Fill
government policy on the management of the outermost small islands showed overlapping contents of the
policy issues that led to integrated management Miangas Island and have not yet optimal. Problems of
overlap revealed the contents of a number of regulations relating to the use and management of marine
resources and fisheries as well as border management.

The context of the implementation of government policies on the management of the island Miangas
associated with efforts to enforce the sovereignty of the country at the border. Thus management Miangas
Island can not be viewed only from one sector; implemented only for sectored interests; and only rely on
one sector alone. Therefore, Miangas |sland requires an integrated management across sectors by promoting
the importance of the role of regions as the spearhead of the state government administration.



